


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi  Masyarakat Dalam = Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  pencapaian Tujuan  Pembangunan
berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 27);

. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);



Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan,
vang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal
6 Januari 2023;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada
Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan tanggal 1 Maret 2022;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Pembangunan Infrastruktur
. Berkelanjutan untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dan
ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur
Sumatera Barat.

. KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI



